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BAB V. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada penulisan 

tesis ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.  

1. Dasar-dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim untuk 

mempertimbangkan serta memutus perkara dengan mekanisme gugatan citizen 

lawsuit yaitu pertama, pengadilan di Indonesia dilarang untuk menolak melakukan 

pemeriksaan, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan alasan 

bahwa tidak ada hukum yang mengatur atau ada namun kurang jelas. Kedua, 

efisiensi berperkara di pengadilan dengan berdasarkan asas sederhana, cepat dan 

biaya ringan. Ketiga dalil pokok yang digunakan untuk mengajukan gugatan citizen 

lawsuit adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH).  Keempat, ketentuan HAM di 

Indonesia dan ratifikasi berbagai kovenan internasional di bidang hak asasi manusia, 

baik Konvenan Internasional tentang Hak- Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 

Internasional maupun Kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Disamping itu 

juga ketentuan-ketentuan yuridis terkait yang ada saat ini, menjadi dasar 

pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam mempertimbangkan dan 

memutus perkara dengan mekanisme gugatan citizen lawsuit. Meskipun mekanisme 

citizen lawsuit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih belum 

diatur dengan jelas, berdasarkan hal tersebut diatas, pengadilan tetap memiliki dasar 

untuk tetap memeriksa gugatan citizen lawsuit.  

2. Bahwa citizen lawsuit pada praktiknya sudah diakui di Indonesia namun belum ada 

regulasi yang mengatur secara jelas. Meskipun ketentuan-ketentuan formil dalam 

pengajuan gugatan citizen lawsuit belum ada pengaturannya, maka hakim dapat 

melakukan penemuan hukum (rechtvinding) dengan menggali sumber hukum lain. 
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Hal ini penting guna pengaturan citizen lawsuit ke depan agar mampu 

mengakomodasi penuntutan hak-hak warga negara secara jelas dan komprehensif 

dalam penuntutan hak sipil warga negara. Melalui politik hukum, ditujukan agar 

mampu mencapai pembentukan dan peraturan hukum baru atau hukum yang 

diinginkan untuk diberlakukan atau ius constituendum. Pelaksanaan ketentuan 

hukum acara dalam gugatan citizen lawsuit masih belum berdasarkan aturan hukum 

acara yang khusus mengatur tentang mekanisme gugatan citizen lawsuit. 

Sinkronisasi dan harmonisasi hukum dalam mekanisme gugatan citizen lawsuit 

masih belum terwujud, seiring dengan semakin banyaknya penggunaan model 

gugatan ini, oleh karena itu sangat perlu untuk diatur secara tegas supaya ada 

keseragaman dalam penerapan hukum dan tidak menimbulkan ketidakpastian. 

Perumusannya dapat dilakukan dengan merumuskan dalam peraturan tersendiri 

yaitu dengan merevisi atau mereformulasi pasal-pasal yang ada, dan dituangkan ke 

dalam Peraturan Mahkamah Agung sebagai aturan antar waktu, sehingga lebih 

bersifat jelas dan komprehensif dalam penuntutan hak sipil warga negara. 

B. Saran  

Berdasarkan keseluruhan penulisan tesis ini, maka penulis memberikan saran, sebagai 

berikut. 

1. Pada saat ini persoalan mendasar yang menjadi pertimbangan hukum yang 

digunakan hakim dalam mempertimbangkan serta memutus perkara dengan 

mekanisme gugatan citizen lawsuit masih menggunakan ketentuan-ketentuan yuridis 

terkait. Untuk itu, apabila ingin menerapkan pasal-pasal tersebut perlu ditafsirkan 

kembali karena terdapat beberapa kelemahan. Selain itu, sebelum mengajukan 

gugatan sebaiknya memperhatikan hak (standing) dan syarat-syarat formil dalam 

pengajuan gugatan citizen lawsuit terutama mengenai notifikasi. Tidak adanya 
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pemberitahuan atau notifikasi dari para penggugat kepada para tergugat sebelum 

diajukannya gugatan ke Pengadilan, mengakibatkan gugatan yang diajukan para 

penggugat menjadi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke). 

2. Bagi pemerintah khususnya pembentuk undang-undang dalam menyusun peraturan 

khusus mengenai mekanisme gugatan citizen lawsuit, dilakukan dengan mengkaji 

politik hukum pengaturan citizen lawsuit ke depan, agar mampu mengakomodasi 

penuntutan hak-hak warga negara secara jelas dan komprehensif dalam penuntutan 

hak sipil warga negara. Hal ini bertujuan agar diperoleh suatu aturan yang 

mendasari mekanisme gugatan citizen lawsuit sehingga putusan yang dihasilkan 

dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak, dan menjadi 

acuan ketentuan hukum bagi lembaga-lembaga penyelenggara kekuasaan 

kehakiman di Indonesia khususnya menjadi pedoman bagi hakim untuk 

mempertimbangkan dan memutus perkara yang sama dengan mekanisme gugatan 

citizen lawsuit. Perumusan dapat dilakukan dengan merevisi atau mereformulasi 

norma hukum acara perdata tentang citizen lawsuit yang sesuai dengan kebutuhan 

hukum di Indonesia, dengan mempertimbangkan sistem hukum dan asas-asas pada 

hukum acara perdata yang berlaku. Rumusan unsur-unsur pasalnya harus jelas agar 

tidak terjadi tabrakan dengan peraturan yang sudah ada, serta mempertimbangkan 

terkait dengan pelaksanaan eksekusi putusannya. Adanya peraturan yang jelas 

menjadikan seluruh aparat penegak hukum, menjadi satu suara menerima citizen 

lawsuit sebagai salah satu mekanisme gugatan perdata dan dapat mewujudkan 

keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.  
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